 MASALAH PENGUKUBAN

EFEKT IVITAS DAN EHSEEM@

POLRI

.Pfdam Perayaaﬁ Hari Jadi ke — 38 Pergurusan T!ﬁgg/ -
f’f’f??U i(’epc}us;an Pspub!;k mdones:a ' :

Qe T
Mardjaman_*)

Yih. deaw Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indcnssia,
Bapak KKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, )
Bapak IKetua dan para anggota Dewan Kuraior dan Dewan Guru B

Perguruan nggi lmu Kepolisian,
Bapak Dekan dan Wahl Dekan Perguruan Tinggi lmu Kepahssa? y

Yih
Yih.

Yih.

Yih, Bapak Gubernur Perguruan Tinggi llmu Kepolisian,
¥'th. Para Bapak dan [bu Dosen dan Asisisten Dosen, dan
Y.

perayaan hari-jadi ke-38 Perguruan Tinggi ilmu Kepoirsaaﬂ yang d

adakan pada pagl hari ini.

Masinh ada terdengar kritik-kritik
bahwa Polri kurang tanggap, ku-
rang becus, kurang ini dan kurang
itu, akhirnya kurang atau sama se-
kali tidak memiliki kemampuan, ke-
- cakapan dan keterampilan profesi-
onal khas kepolisian, maskipun
- Upaya pembenahannya terus me-
herus dilakukan,

Kabinet Pembangunan 1V mem-
punvai seorang Menpan, singkatan
dari Menteri Pendayagunaan Apa-

S

e

Segenap Bapak, ‘Ibu dan Saudara yang berkenan ikut memeriahkan_

ratur Negara, Sesuai dengan fama-

nya, teniunya tugas Menteri ini

adalah agar efektivitas dan efisiensi

aparatur negara, termasuk di dalam-
nya Polri, meningkat terus. Ada-
nya Menpan ini menunjukkan ada-
nya sikap dan penilaian yar‘e:z
obyektif, bahwa di dalam jajaran
aparatur negara di sana-sini masih
ada yang perlu dibenahi, diperbaiki
dan disempurnakan, agar efektivitas
dan efisiensinya makin lama makin

- *  Bapak Mayor Jenderal Pol. Parn. Drs. Mardjaman adalah dosen dalam mata kulish Perband

Sistem Kepalisian.
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.-“.f?gé.k.:.__ Chukum, - -Z:Badanébad_a;n ini
- -masing-masing . berdiri - sendirl, ter-
lepas -yang.saiu daripada yang-lain-

nya. -Dengan: menggunakan sebagai

Kriteria ‘tingkat Pemerintah, -40.000
-ba_dgn_fpa;ja_n kepolisian .. tersebut
dapat dimasukkan dalam lima kate-

gori falah : 2. ..

1. Badan-badan kepolisian kepuriya.

an Pemerintah Federal. Diantara-
nya ‘vang terkenal ialah ¢ F.B.I.
 {Federal Bureau of investigation)
vang antara iain bertugas untuk
menvyelidiki perkara-perkara: spi-
onase, . sabotase, pengkhianatan
- dan perkara-perkara lainnya me-
ngenai- keamanan hegara, ‘pen-
culikan “untuk memproleh uang
tebusan, dan perampokan bank:
Jawatan Imigrasi dan Naturalisasi
{Immigration and Natural izaition)
yang antars lain bertugas me-
nyelidiki  pelanggaran undang-
undang tentang imigrasi - dan
naturalisasi, mengawasi batas-
batas . riegara, dan ‘mengawasi
orang-orang asing; Dinas Rzhasia
{U.S. Secret Service) yang . ter-
utama bertugas pengamanan Pre-
siden - beserta keluarganya, dan
pemberantasan pemalsuan mata-
uang ‘dan suratsurat berharga
- negara;  Satuan  Intelijen dari
Jawatan Pajak (Intelligence Unit
of the Bureau of Internal Reve-
nue} yang bertugas terutama me-
nyelidiki  pelanggaran undang-
undang pendapatan; dan Dijvisi
Investigasi dan Patroli dari Jawat-

BHAYANGK '. A

: fnves- -

‘tigations 'and.‘Patrai.,:_.é.B_ureé_Li_.g}f o
- Customs)-yang tugasnya menye: -

lidiki penyelundupan ‘danms.

negakkan undang-undang pab 0o
dan navigasi, . -

.an:: Pabean . { Bivision ;--cf.-ﬁ_:

2. Polisi: Negara . (State Police) dan:
badan-badan penyelidik kejah
an’ kepunyaan - Pemeriniah ¢

- 50 Negara Bagian. "

3. Sheriff dan Deputy Sheriff Ke-
punyaan Pemerintah dari lebiti-
dari - 3.000 County, . rditami}é?z-- :
dengan beberapa satuan Polisi. -
County vang merupakan dupliz’
kasi tugas dan wewenang Sheriff.
atau vang sama sekal; menggeser-
nya, Co

4. Polisi kepunyaan Pemerintah chari-
lebih dari 1.000 City dan 26.000
TFown-ship; jumlah ini harus - di-:
tambah lagi dengan bebarapa ke
satuan  polisi vang dikeriakan
di- Pengadilan dj County dan
County-district, R

5. Polisi dari kira-kira 15.000 Wil
lage, Borough dan Town yang cii-
gabungkan, T

Perlu diketahui bahwa masth ter:
dapat badan-badan kepolisian yang
tidak  dapat dimasukkan dalam.
salah satu kategori tersebut di atas,
misalnya: Polisi dari kota Washing-
ton, D.C.
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. pmsemase fumlah. kejehatan yang

: dsaesemkan aleh pgf:s; denam g}e«

naﬂgm@an (precer‘tage m“ @&5@3
clearad’ by arf‘ea‘t} pmsmntage jum-
lah pe;’k ara vang dipuw dengan
. mnghukumaﬁ “oleh. Pengadilan),
' dan ?:rg;{a‘c kecelakaan lalu tintas
rams} 331 baw:—sh ini
ikan secara singkar peng-
_aan d kc«s 1ama kmem t&r%mt
' dengan masaiah masauahnya &

Baaya pe:sﬁ isl. per. ka;nm d:pa%as
mfgm membaﬁdmgkan biaya dati
sugtu . badan
badan kepo{;s;an lainnya vang kira-
kira “luas daarahnya, jumlah pen-
dudukn\;a dan kondisi sosialnya
sama, . misalnya Pﬁhsz Kota A
ciengan Polisi Kota B. Kalau biaya
deri Polisi Kota A ternvaia lebih
tinggi __daz_': Polisi Kota B, ada
kecenderungan untuk -menarik . ke-
simpulan, bahwa Polisi- Kota A
boros dalam pengeluaran b;aya
bagi penyelenggaraan jasajasa ke-
polisian, sehingga kalah efektif dan
efisien daripada Polisi Kota B.
Seharusnya, sebelum menarik suaty
kesimpulan perlu terlebih dahulu
diteliti kegiatan-kegiatan dpa yang
dilakukan oleh Polisi Kota A vang
tidak  dilakukan oleh Polisi. Kota
B. Bisa saja terjadi bahwa Kepala
Polisi Kota A telah melakukan ke-
giatan-kegiatan dalam bidang pen-
cegahan kejahatan {(crime preven-
tion), sedangkan Kepala-Kepala
Polisi Kota ‘B sama sekali belum
mempunyai - perhatian = terhadap

_ ;augﬁﬁ polisi .

"_"Emi@ (g:»atmf) dan penyelidiks

- bijaksanaan. .
yang lunak, artinva: “ada; gems;ems '
~keishatan tertenty vang hariis di-
toleran~Dalam hg-
‘bungan -ini perlu diketahui, bahwa
-para - anggota Dewan (Kota vang

~hadapi secara

kepolisian dengan

yang- m@demn

&m‘tuk m@ngaiankan tugas—mgas

i‘s}%uﬂgkm Juga Dewan E{mm i%
{Ca‘zy Louncil), . vang - menguas&
badan  kepolisian, menetapkan B
-penegakkan hamnﬁ_:

dipiiih - oleh - penduduk kotai me-
wakili ke[ommk kelompolk 5 ks-
pertmgan tertertu, Dan ke!@mpﬁk-
kelompok kepentingan inj yang se-
sunggubhnya menentukan kebijakss-

‘naan kepolisian. Dengan kebijaksa-

naan wyang lunak ini- maka “wajar
kalau biaya polisinya .per- kapita
lalu menjadi rendah. Hal sermacanm
inf pernah terjadi- daiam segarah
kepolisian di Amerika Serikat pads
suatu ketika dalam. tahun- 1928,
Dewan Kota Kansas City berhasil
dikuasai. oleh keiompok progresif
yang mempunyai tujuan mencipta-
kan suatu Pemerintah Kota xang
bersih dan berwibawa, Kelormpok
progresit ini segera minta bartuan
dari August Volimer, seorang bekas
Kepala Polisi yang kemudian - di-
angkat menjadi Profesor dalam ilmu
administrasi dan manajemen polisi
dan vang sering bertindak sebagal
konsultan polisi - dengan otoritas
internasional, untuk membenahi

s =







" bahwa’

mudlan mengumumkan ;um!ah i«:e-
'_1gahatan : ang- terjad; D;ssmpuikaﬁ
Bengganan. ; i merupakan
. reaksi terhadap- keaﬂnéera_maﬂ ma-

“syarakat untuk menyaia 1kan Folisi,
: -i-mana@la Jumlah: Kejahatan | menmg

:-;-kau?--- e;‘ientangan dergan ‘sikap
o lan .masyarakai: stersebut

: sikapnya ‘;ernadap\ wabah pe
..-ﬂyaklzmeﬂufar LR
Salama musm' “dingin

“tahiun

3?@28 1928, bagian “uss-dariwi-

layah &merika Serikat dilanda oleh
wabah “influenza: ‘Wabah ini mulai
banglcit i bdgl’?%’% beratdan ber
~kembang ‘menuju ke pantai timur.
?ﬂrkembangannya dfumumi«an
oleh Departemen (egehazan Peme-
rintah ‘Federal fdalam buletin ming-
guannya, dalam ?:»eni“us{ tabel-tabel
“statistik vang ;uga memperlihatkan
daerah-dasrah vang dilanda oleh
wabah Tetapi tidak terdengar suara,
yang membandmg -bandingkan eff-
siensi departemen- degartemen ke-
sehatan di’ daerah-daerah tersebutl
Wabah it dianggapnya sebagai
musibah sosial, yang harus ditang-
gulangi bersam& dengan kerjasama
vang penuh di antara rakvai, pers
dan pejabat-pejabat kesehatan. ie-
Ighatan jugs ssharusnya’ dianggap
sebagal musibah  sosial, vang pe-
ﬂangguiangannya memeriukan kerja-
sama yang erai antara Polisi, pers
dan rakyat.

Dari studi-studi tentang kejahat-
an di Amerika Serikat, juga di
Inggris, nampak dua hal ;

2, [J; mana daia S“Ec.e.ﬁstlk yang

Poligil

gung jawab

| *‘-'--‘E'HA#A?J’G KARA

'1 dafa statastik vang memperh
%‘atkan volume: kmahaaan “Kafag .
ttdak -uldukung oleh' data” fain.
“nya,-tidak dagmt dz;adikan_
“'yang rabsofut - umuk me;
ﬁ?ﬂg bandmgkan ef Siemi E‘

Kap. ie!ah “di kumpulkan sepert di
ingqras perbaﬂdmadn er sebm? 3
ﬁapat dzbenarka

"Mengfaiaﬁkan kondisi kejahata
hanya kepada Polisi saja oleh kcﬁ?’“?’?a:'
fidak cefekiif dant E?zsren'
berarti memgé{&sampmgka EAng-.
‘masyarakat &;}a(é?é_-_
tokh sebab-sehab kejahatan atau
lebih - tepat’ lagi,” apakah dxnamika
dalam - sebab-sebab kejahatari 7
Sampat - ‘sekarang yang ‘sudah _d:-’.
ketahui secara pasti dan yang dapat
dipértanggung jawabkan secarg _
miah, ialah bahwa kejahatan adalah .
produk  dari  masyarakat sebagai
satu keseluruhan ! Lagi pula, tidak
semua kejahatan vyang teriadi ‘di--
ketzhui oleh Polisi. Uniuk merge- .
tahui hal itu adalah sulit sekah _
untuk  tidak dikatakan mustahil, .
Untuk maksud itu diperlukan pe-.'
ngukuran  toleransi masyay akat'
yang dalam masyarakat yang satu
berbeda dengan masyarakat vang
lainnya.

Masalah ifainnya ialah apakah se.
sungguhnya sasaran  Polisi yang
terakhir  dengan menggunakan’
“crime rate’’ sebagai kriteria 7







kan hanya sekedar tabir asap
belaka, . Di. belakang  tabir itu,
tempat-tempat perjudian dan pros-
Eitusi. batas *tertinggl tstep ber-
‘operasi, tanpa adanya gangguan dari
Polisi 1 Mah, bagaimana sekarang
menafsirkan prosentase vang tinggi
dari Polisi yang nampaknya akiif
ini dalam memberantas Jperjudian:
dan. protitusi - 7 Efektivitas dan
efisiensinya tinggi atau rendah ?
Banyak faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan tugss oleh badan-hadan

kepolisian, _sahiﬂgga_mengurangi g~
kali validitas kriteria proseritase
jurlah perkara vang. berhasil di-
selesaikan . oleh Polisi dengan pe-
nangkapan,

Akhirnya, masih ada satu par-
timbangan ldgi. Jumlah sarestasi

yang tinggi memang menunjukkan

keaktifan Polisi. Oleh karena Pro-
sentase tersebut tidak mengungkap
kan cara-cara penangkapan, maka
Disa terjadi bahwa cara-cara yany
dipakai itu tidak mangikuti pro-
sedur hukum sebagaimana musti-
nya. Misalnya: dengan cara yang
terkenal dengan “frame-up’’ {men-
jerumuskan), hanya sekedar uniuk
mencapal “target” penangkapan,

Jelaslah kiranya sekavang, bahwa
kriteria prosentase jumlah Derkara
yang disefesaikan dengan penang-
kapar, juga mengandung kelemah-
an-kelemahannya,

Kriteria keempat dalam pengu-
Kuran, ialah prosentase jumlah per-
kara yang diputus olen Pengadian
dengan penghukuman, nampaknya

lakukan Csecara 7 terbuka. 'z;g_:zj'tﬁu};.

BHAYANGKARA
mempunyai vaiiditas yang ‘cukup -
memadai: Tidak fain oleh karena
adanya anggapan, bahwa’ putusan
Pengadifan itu obyektif, benar'dan

adil. Putusan ini merupakan hasil
pemeriksaan perkara di mukasidang
Pengadilan yang pada umumnya di-

umum. . Tetapi dalam hal ‘ini s :
fusnya juga dipertimbangkan, bah-
wa' putusan . Pengadilan merupa- -
kan hasil interaks kemampuas

‘dari " Polisi, Jaksa, - Pembela “dan

Yurl. Selainnya ity juga masih perlu
diperhatikan pengaruh dari fakior-
faktor lain ‘misalnya: pendapat
mass-media, serta sikap, pendapat
dan perasaan umum. Dengan’ ada-
hva  pértimbangan-pertimbangan
tersebut kiranya sukar unmk me.
nentukan efektivitas dan efisiong]
Polisi dengan menggunakan prosen.
tase jumiah perkara vang dipitus
oleh Pengadilan dengan penghukiim-
an sebagai kriteria dalam penguklr- .
an.
Akhirnya tiba saatnva untuk me-
ninjau kriteria keiima dalam peng-
ukuran efektivitas  dan efisiensi
Polisi, khususnya Polisi Lalu-Linyas,
ialah tingkat kecelakaan falu-lintas
di jalan umum (accidents’ rate}.
Kalau jumlah Kecelakaan naik, ada
kecenderungan  uniuk menarik
kesimpulan, bahwa Polisi Laly-
Lintas mempunyai efektivitas dan
efisiensi yang rendah. Sebalikriya,
kalau tingkat kecelakaan menurun,
talu disimpulkan bahwa efekiivitas
dan efisiensinya tinggi. Apakah

5]







'yang diakuj. uma;%c ‘menjadi ai"ég
agota; dari profesa dan untuk

'._scfenttﬁkass dengan profes; terw
:.' ;,z:bui; o . :

-4.'-8uatu orgamsas; yang mencakup
“iumlah 7 subsiansial dari para
" anggota vang msmperofe‘ﬁ kuah-
Vi fikasi untuk menjalankan pro‘fem
“tersebut: ‘organisasi “ini © ‘meng-
' :gunakan Pengaruhinya agar’ stan-

_dar-standar prof@s;ona! du*egak
“kan:-

5. Kode etak vang mengétur secara |

~Umum  hubungan anggota  pro-
~fesi “dengan nublik dan dengan
sesama .anggota seprofesi; kode
etik_ ini mengakui adanya ke-

' ,wa;nban bagi para anggota untuk
men;aiankan profesinya berdasar-
kan pertimbangan- -pertimbangan
vang melebihi dan yang bukan
semata-mata pertimbangan eko-
nomis belaka. 4)

Berdasarkan esensalia tersebut di
atas, pekerjaan polisi di Amerika
Serikat telah lama diakuj sebagai
suaty profesi. Kumpulan pengetahu-
an tentang kepolisian telah ber-
kembang -menjadi fimu kepolisian
dengan beberapa nama, yang dapat
dipelajari di beberapa Universitas.
Dalam hubungan ini perlu dicatat
adanya beberapa bekas Kepala Polisi
dan pegawai Polisi- yvang diangkat
sebagai Profesional beberapa Uni-
versitas, seperti DW. Wilson,
August Volimer, V.A. Leonard. dan

‘zaman. Perhimpunan. Kepala- Kepaiéf '

: '--QHA?AMGQE%--;-_"

Don L Kooken Syarat S‘r’ai‘at-un!; o

Tuk men}ada anggota Polisi dan-'

sistem’ pendtd;kaﬂ dan latiha I
terus-menerus dttmgkate{aﬂ untk
dapa*&: mengakomodasukaﬂ tunéﬁ i

Poiasa dan Perh:mpunan Derwsra o

cta‘t;on of Chtefs of Police. danin-
ternational Asscctation of Co
munication Orﬁcers mternationaia_;_;_
dalam “artl “antar ‘Negare-Bagian) -
mempunyat pangaruh vang besar"
dalam usaha menegakkan dan e«
ningkatkan standar-standar - prore-""
sional, juga dalam hai pener:maan.:
kode etik, i
Standar-standar profesaonal yang_
dimaksudkan di atas pada umuimn- .
nya rnerupakan “performance re-
quirements standards” yang harus &
diusahakan agar dicukupi oleh tiap-
tiap petugas dan pejabat da!am_ _
departemen kepohman bahkan juga
oleh departemen. kepolisiannya sen-
dirl sebagai suatu organisasi pe- -
merintah yang harus memberikan
jasajasa atau pelayanan kepolasaan_'

- kepada masyarakat. Penentuan stan-

dar-standar tersebut dilakukan de-
ngan memantaatkan sedapat mung-
Kin prinsip-prinsip organisasi dan
administrasi yang ternyata dengan’
sukses diterapkan dalam Angkatan
Perang, industri dan lain-lain badan
Pemerintah, Juga dengan meman-
faatkan prinsip- prinsip psikoleyi,
vang dengan membawa keuntung-
an diterapkan oleh kaum usshawan
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. tangan dan tuntutan Zamarn.
 Dengan adanya “performance re-

quirements standards”’ vang lebinh .

baik lagi, selain. diperoleh cara pe-
ngukuran efisiensi Polri vang lebih
dapat. dipertanggungjawabkan,
maka- tujuan dari tiap-tiap - pen-

didikan dan latihan juga akan men-

jadi lebih tegas dan iebih terarah. -

Di

amerika Serikat diakui, bahwa
penenty

an kriteria dalam pengukur-

.an secara profesional. adalah -suiin

Apa lagl di indonesia, oleh karena
Polri selainnva menjalankan tugas-
tugas yang bersifat: kriminal-justi-
sial, pengaturan dan sosial, juga
menjalankan tugas-iugas yang ber-
sifat = kekaryaan dan pertahanan,
Sudah’ barang tentu. kesulitan it
perlu ditanggulangi secara bersama,
Dengan mengingat akan adanya dua
kategori kriteria dalam penguikuran,

sebagaimana telah diterangkan dj

atas, maka diserukan pada umum-
nya kepada para cendikiawan dan
sarjana: dari berbagai disiplin dan

-t

Ckatan o efekiivitay Vdan’

'BHAVANGKARA

Paca khususnya kepaaa pencinta
Polri, para tokoh dan ahli daiam_ :

fingkungan. - Polri, dam “the last
“but-not the feast para sarjana iimu.
+Kepolisian dengan alma maternya,
untuk memberikan sumbangan da-

fam penentuan cars-cara pengu Kur-

an “efektivitas dan efisiensi Polri
-yang:lebih baik. Dengan diteniu.
kan cara-cara pengukuran yung di-

malsudkan jru, maka usaha pening
efisiensi
Polri vang lebih haik, Dengan di- -
entukan  cara-cara pengukuran -
vang dimaksudkan i, makausaha-
peningkatan efektivitas dan efigiensi
Polri dapat dijalankan dengan g
bih tepat lagi, sehingga Polri se-
naritiasa dapat mengamaikan
dharma bhaktinya kepada rakyat, -
Mmasyarakat, bangsa dan negara,
yang sekarang sedang membangun
dirinya,

Sekian, dan terima kasih atas
perhatian hadirin Yang ferhormat,

dakarta, 17 Juni 1984,

- Kutish Prof, Djcka Soetons di PTIK tahun 19501851, -

2. Bruce 'Smith,.Police Systems in tha United Stated, Harper & Brothers, Pubfishers, New York,

Second Revisedﬁdi{icn, hal 20 — hai 24,

3. V.A. Leonard, Police Organization and Management, The Foundation Press, Inc. Brocklyn,

1851, hal 348 _ g 358,

4. Lihat Don L, Kocken, Ethics in Police Service, Charles C Thomas, Pubtisher, Springfield, Ii-

linois, terutama hal 15

: 5. Ow. Wilson, Polica Administratfon, MeGraw-

: London, ist £¢. 1950 hal 7 —hal g,
' 6. Mabes Polri Cep. Hankam Desember 1987,

Hil Book Company, Ine,, New York Toronto
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